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PERATURAN DAERAH PROPLNSI DAERAH KHUSUS LBUKOTA JAKART.A 

NOMOR 7 TAHUN 2001 

TENTANG 

DEWAN KOTA/KARUPATEN 

DENGAN RAHMAT TITHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS II3UKOTA JAKAR.TA, 

	

Menimbang 	
• a. bahwa dalam rang,ka mewujudkan penyelenggaraan 

pemerintahan Kotamadya/Kabupaten Administrasi yang 
demokratis dan transparan, perlu melibatkan para tokoh 
Masyarakat yang -profesional di bidangnya dalam membantu 
penyelenggaraan.pemerintahan; 	• 

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada b.--und a diatas, dan 

• sebagai pelaksanaan-lebih lnjut Pasal 26 dan Pasal 28 Undang-
undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi 
Daerah 1(husus.lbukota_Negara Republik, Indonesia Jakarta, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Dewan Kota/Kabupaten. 

	

Mengingat 	
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lqtabaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 60, Tambahan Leintiaran Negara Nomor 3839); 

2. Undang-undang Nornor. 25 Tahun. 1999 tentang • Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor. 72, Tambahan 
Lembaran Negara Nornor 3848); 

3. Undang-undang Nomor s34 Tahun 1999 tentang • Pemerintahan 
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia 
Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3878); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kablipatn Administrasi Kepu1auan Seribu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 97, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4122); 

5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 
5 Tahun 2000 tentang Dewan Kelurahan (Lenabaran Daerah 
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2000 Nomor 38): 

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 

4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Kepulauan 
Seribu Utara dan Kecarnatan Kepulauan Seribu Selatan 

Dokumentasi
Highlight
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Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKEL RAKYAT DAERAH 

PROPINSI DAERAH KHUSI‘jS- iBUKOTA JAICARTA 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 	PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS EBUKOTA 
JAKARTA TENTANG DEWAN KOTATICABUPATEN. 

BAB I 

KETENTUAN UMI'M 

Pasal 1 

Dalam Pera-turan Daerah ini yang dimaksud dengan 

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

2. Gubemur adalah Gubemur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

3. Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwalcilan Ralcyat Daerah 

Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

4. Pemerintah KotamadyafKabupaten Administrasi adalah Pemerintah Kotamadya/ 
Kabupaten Administrasi di Propinsi. Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

5. WalikotamadyafBupati adalah Walikotamadya/Bupati di Propinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta. 

6, Dewan Kota/Kabupaten adalah Dewan KotafKabupaten .di KotarnadyafKabupaten 

Adtninistrasi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

7. Dewan Kelurahan adalah Dewan Kelurahan di Kelurahan Propinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta. 

8. Tokoh masyarakat adalah pemimpin inasyarakat dalam berbagai bidang kehidupan 
kemasyarakatan yang dialcui oleh masyarakat linglcungannya. 

9, Pemerintah Kecamatan adAlah Pemerintah Kecamatan di Propinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta. 

10. Camat adalah Camat di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

11. Pernerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta. 

12. Lurah adalah Lurah di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

13, Rukun Tetangga dan Rulcun Warga adalah organisasi masyarakat yang diakui dan 
dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan me1estarikan nilai-nilai kehidupan 
masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan serta 
membantu meningkatkan kelancaran pelalcsanaan tugas pemerintahan dan 
pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. 
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B.U3 

TUJUAN, 

Pas.4 

Pembentukkan Dewan Kota/Kabupwn bertujuan untuk membantu 
Walikotamadya/Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kotamadya/ 

Kabupaten Administrast agar tercipia5  penyelenggaraan pemerintahan yang 

demokratis dan transparan. 

KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANG-CTOTAAN 

DEWAN KOtA/KABUPATEN 

Bagian-Pertama 

Kedudukan 

Pasal 3 

(1) 
Dewan Kota/Kabupaten merupakan lembaga konsultatif yang mem.berikan 
pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan operasional 

kepada Walikotamadya/Bupati. 

(2) 
Dewan K.otaiKabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mitra 
kerja Pemerintah KotamadyaiKabupaten Administrasi dalam penyelenggaran 

pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. 

Bagian Kedua 

Susunan 

Pasal 4 

(1) 
Anggota Dewan KotaiKabupaten terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang 
diusulkan oleh Dewan Kelurahan dan dipilih oleh Dewan Perwalcilan Rakyat 

Daerah. 

(2) 
Jumlah Anggota Dewan Kota/Kabupaten sama dengan jumlah Kecamatan ya_ng., 

terdapat di Kotarnadya/Kabupaten Adminstrasi. 

(3) Dewan KotafKabupaten terdiri dari pimpinan dan anggota 
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Bagianetipt  

Keanggotaan 

Paragpf 1 

Persya.ratati 

Pasal 5 

(1) Anggota Dewan Kota/Kabupaten adalah,tokoh masyarakat yang merupakan 

perwalcilan dari sefiap Kecamatan. 

(2) Anggota Dewan Kota/Kabupaten tidak ine*akili partai polifik. 

Pasal 6 • 

) Untuk menjadi Calon.,Anggota Dewan Kota/Kabupaten harus memenuhi pers'yaratan 

sebagai -berilcut: 

a. 	Negara Republik Indpnesia yang telah berusia selcura.ng-kurangnya 21 

• tahun, ,sehat jasn40., ilan rOhath,. • ' 

b. Bertaqwa kepada TOan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan UUD 

1945; 

c. Berpendidikan serendah4end2hnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau 

sederajat; 

d. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putu.san pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukuni tetap, 

e. Tokoh masyaralcat yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap masyarakat dan 

lingkungannya; 

f. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasark.an  putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kelcuatan hukum tetap; 

g. Bulcan 1?ekas anggota organisasi. terlarang Partai .Komunis Indonesia, termasuk 
organisasi Massanya, atau bUkan seseorang yang terlibat langsung atau fidak 
langsung dalam geralcan G 30 S/PKI atau organisasi terlarang laimiya; 

h. Sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai a.nggota 
Dewan Kota/Kabupaten; 

i. Bertempat tinggal. di Kecamatan yang bersangkutan sek-urang-k-urangnya 3 

(tiga) tahun teralchir secara terus menerus; 

j. Tidak sedang menjabat sebagai pengurus Rukun Tetangga, dan Rukun Warga. 

411 
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(2) 
Bagi anggota Dewan Kelurahan yang diusulkan menjadi bakal calon anggota 
Dewan Kota/Kabupaten terlebih dahulu harus mengundurkan diri sebagai anggota 

Dewan Kelurahan. 

(3) Bagi anggota TNI/Polri. dan  PegaWat 	Sipil yang diusulkan menjadi bakal 

calon anggota Dewan Kota/Kabupgener 	
ciahu1u ha.rus dilengkapi dengan 

rekomendasi dari pipapinannya untuic bert.t.:gas. penuh sebagai anggota Dewan 

Ko.ta/Kabupaten. 

Pasagraf 2 

Peniilihan 

Pasal 7 

Prosedtir Pernilihan Anggota Dewan Kota/Kabupaten adalah sebagai berilcut : 

a. 
Tata cara pernilihan bakal calon anggota Dewan Kotaikabupaten di tingkat 
Kelurahan dilaksanakan berdasarkan Tata Tertib Dewan Kelurahan; 

b. 
Dewan Kelurahan mengusulkan satu orang calon Anggota Dewan Kota/Kabupaten 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Kecamatan masing-masing; 

c. Usul sebagaimana dimalcsud pada huruf b, disusun dalam sat-u daftar beserta 

kelengkapannya oleh Camat melalui Walikotamadya/Bupati dan diteruskan kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

d. 
Tata cara pemilihan Anggota Dewan Kota/Kabupaten ditetapkan oleh Dewan 

Perwalcilan Rakyat Daerah; 

Paracyaf 3 

Penetapan dan Peresmian 

Pasal 8 

(1) 
Anggota Dewan Kota/Kabupaten hasil pernilihan Dewan Perwalcilan Rakyat 
Daerah, ditetapkan secara administrasi dengan keputusan Gubernur. 

(2) Peresmian Anggota Dewan KotafKabupaten dilaksanakan dalarn suatu upacara 

peresmian oleh Gubernur. 

(3) Pelaksanaan peresrniari/pengan 	tan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dengan pengambilan sumpah/janji menurut agama/kepercayaan masinQ- 
masing yang dipandu oleh Ketua Pengadilan 

(4) Bunyi sumpah/janji anggota Dewan KotafKabupaten sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) adalah sebagai berik-ut 
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Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/betjanji : 

bahwa saya akan memenuhi tugas dtha ke*ajiban saya sebagai Anggota Dewan 
KotaiKabupaten dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya; 

bahwa saya alcan memegang teguh Pancasila dan menegakkan UUD 1945 serta 

peraturan perundangan yang berlaku; 

(5) Pada waktu pengambilan sumpah/janii untuk penganut Agama Islam didahului 
kata "Derni -Allah", imtnk penganut: Kristen ProtestadKatolik diakhiri kata 
"Semoga Tuhan Menolong.Saya".;:untuk penganut Agama Hindhu didaJaului kata 
"Om Atah Paramawisesa", untuk penganut Agama Budha dida_hului kata "Demi 

Sänghang Adi Budha"*. 

Paragraf 4 

Masa Bhakti 

Pasal 9 

Masa bhakti anggota Dewan Kota/Kabupaten adalah lima tahun, dan berakhir 
bersamaan saat Anggota Dewan Kota/Kabupaten yang baru rn.engucapkan sumpah janji 

dan dapat dipilih kembali untuk sa-tu periode berilcutnya. 

F'arag;raf 5 

Pemberhentian Antar Walctu 

Pasal 10 

(1) Anggota Dewan KotaiKabupaten berhenri lcarena 

a. meninggal dunia, 

b. permintaan sendiri secara tertulis kepada Gubernur melalui Pimpinan Dewan 

KotafKabupaten; 

c. fidak lagi bertempat tinggal di wilayah Kecamatan yang diwaidlinya; 

d. dinyatakan melanggar sumpah/janji dan melakukan perbuatan tercela sebagai 
Anggota Dewan KotafKabupaten, atas usul pimpinan Dewan Kota/Kabupaten; 

e. ridak lag-i memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 
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(2) Pemberhentian. Anggota Dewan Kota/Kakupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ditetapkan secara administrasi dengan keputusan Gubernur atas usul Dewan 

Perwalcilan Rakyat Daerah. 

Paragraf 6 

Penggantian Antar Waktu 

Pasal 11 

(1) 
Anggota Dewan Kota/Kabupaten yang' berhenti antar waktu diganti oleh calon 
Anggota Dewan Kota/Kabupaten yang dipilih oleh Dewan Perwaki1an Rak-yat 

Daerah berdasarkan daftar calon dari Kecamatan yang bersangkutan. 

(2) 
Anggota pengganti antar waktu menyelesaikan masa keanggotaan yang digantikan. 

(3) 
'Anggbta pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan 

secara administrasi dengan keputusan Gubernur. 

(4) 
An.'ggOta pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diresmikan 

keahg:gOtaalinya Oleh Pimpinan Dewan KotafKabupaten. 

BAB I V 

TUGAS, HAK DAN WEWENANG SERTA KEWAJIBAN 

Bagian Pertama 

Tugas Dewan Kota/Kabupaten 

Pasal 12 

Dewan KotaiKabupaten mempunyai tugas : 

a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kotamadya/ 

Kabupaten Adrainistrasi, 

b. Iviemberi masukan kepada Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Administrasi dalam 

rangka penetapan kebijakan operasional; 

c. Membantu menjelaskan kebijak.an  Pemerintah Daerah kepada masyarakat, 

d. 11.-ut 	mengawasi 	penyelenggaraan 	Pemerintahan 	Kotamadya/Kabupaten 

Administrasi. 
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Bagian e0.ua  

Hak dan Wewenang Anggota Dewan Kota/Kabupaten 

Paragraf 1 

Hak dan Wewenang 

Pasal 13 

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dewan 

Kota/Kabupaten mempunyai hak dan wewenang : 

a. mengajukan pertanymn, 

b. mengajukan pemyataan pendapat; 

c, mengajukan 

(2) Pe14sanaan hak dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk 
membantu kelancaran tugas dan wewenang Walikotamadya/Bupati dalam rang,ka 

ije«eidia.i.aan peinerintahan. 

(3) Hak
' dan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Tata Tertib 

Dewan 1(..ota/Kabupaten yang ditetapkan oleh Dewan Kota/Kabupaten bersama 

WalikotamaCiyat Bupati. 

Paragraf 2 

Hak Mengajukan Pertanyaan 

Pasal 14 

(1) 
Hak mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf a 
disusun secara jelas, singkat oleh Dewan Kota/Kabupaten dan disampaikan secara 
lisan maupun tertulis kepada WalikotamadyaiBupati. 

(2) 
Atas pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikotamadya/Bupati 
wajib memberikan jawaban secara lisan maupun tertulis. 

Paragaf 3 

Hak Mengajukan Pernyataan Pendapat 

Pasal 15 

(1) Pernyataan pendapat sebagaimana dirnaksud dalam pasal 13 ayat (1) imruf b dapat 
disampaikan secara lisan maupun tertulis oleh pimpinan Dewan Kota/Kabupaten 
kepada Walikotarnadya/Bupati setelah bennusyawarah den£,,an ang,g.otanya. 
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(2) Pernyataan pendapat sebagaimana ‘diraksud pada ayat (1), disampaikan pada 
Rapat Dengar Pendapat. 

(3) Hasil dengar pendapat sebagaimana din?..alcsud pada ayat (2), dilalcukan dengan 
terlebih dahulu memberikan k 	atTaii kepåda Dewan Kota/Kabupaten untuk 
menyampaikan.pendapat.. 	. 

(4) Atas pemyataan sebagaimana dima4suci, , pada ayat (1), Walikotamadya/Bupati 
wajib memberikan jawaban lisan mauf3tin tertulis. 

Paragraf 4 

Hak Mengajukan Usul 

Pasal 16 

(1) Dewan Kota/Kabupaten dapat mengajukan usul perubahan dan perbaikan 
kebijakan operasional kepada Walikotamadya/Bupati. 

(2) Usul perubahan disampaikan secara. lisan maupun tertulis, secara singkat dan jelas. 

(3) Usul sebagaimana dimakSud pada ayat (2) diajulcan pada rapat kerja. 

(4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dalam rangka usul 
peruba.han atau usul perbailcan kebijalcan operasional. 

(5) Dalam pemberian usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diadalcan tanya jawab. 

Pasal 17 

Terhadap pertanyaan, pemyataan pendapat dan usul Dewan Kota/Kabupaten 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib menjadi perhatian dan pertimbangan 
Walikotamadya/Bupati.. 

Bagian Ketiga 

Kewajiban Anggota Dewan Kota/Kabupaten 

Pasal 18 

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Kota/Kabupaten berkewajiban : 

a. Menegakkan nilai-nilai demok-rasi dalam penyelemzQaraan pemerintahan 
Kotainadya/ Kabupaten Aciministrasi; 

b. Mendorong part-isipasi masyarakat dalam penyelen2,2,araan pemerintahan 
Kotamadya/ Kabup.  aten Admintstrasi: 

• Menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan membantu menyelesaikan 
masalah-masalah pemerintahan Kotantadya/Kabupaten Administrasi. 
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B.AP 

TATA KERJA 

Baians  id'ertaina 

Pimpinan Dew.an, Kota/Kabupaten 

Pasal 19 

(1) Pimpinan Dewan Kota/Kabupaten terdiri dari seorang Ketua dan . seorang Waki.1 

Ketua, yang dipilih dari dan oleh Anggota Dewan KotaXabupaten. 

(2) Masa jabatan Pimpinan Dewan :Korta/Kabupaten sama dengan masa keanggotaan 
Dewan Kota/Kabupaten. 

(3) Tata cara pemilihan pimpinan Dewan Kota/Kabupaten diatur dalam tata tertib 
Dewan Kota/Kabupaten. 

Bagian Kedua 

•Tugas dan Kewajiban Pimpinan Dewan Kota/ Kabupaten 

• Pararaf 1 

• Tugas Pirnpinan Dewan Kota/Kabupaten 

Pasal 20 

Pimpinan Dewan kota/Kabupaten mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kerja dam  mengadalcan pembagi.an  ketja antara Ketua, Wakil 

Ketua dan anggota; 

b. Mengkoordinasikan kegiatan anggota; 

c. Memirripin rapat-rapat Dewan Kota/Kabupaten, 

d. Menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya, 

e. Melaksanakan keputusan-keputusan rapat; 

f. Menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak yang bersangkutan. 

Paragraf 2 

Kewajiban Pimpinan Dewan Kota/K.abupaten 

Pasal 21 

(1) Ketua dan Waldl Ketua mern. impin kegiatan Dewan Kota/Kabupaten. 



(2) Wakil Ketua membantu Ketua daain menyelenggarakan kegiatan Dewan 
Kota/Kabupaten. 

(3) Apabila Ketua berhalangan, tu.gas dan kewajibarmya dilaksanakan oleh Wakil 

Ketua. 

(4) Apabila Ketua . dan Wakil Ketua berhalangan, meletakkan jabatan, atau meninggal 
dunia. Rapat-rapat. .untuk sementara waktu dipimpin oleh anggota yang tertua 
usianya dibantu oleh anggota yang termuda usianya. 

Baiian Ketiga 

Pimpinan Sementara 

Pasal 22 

(1) Selama Pimpinan Dewan Kota/Kabupaten belum ditetapkan, rapat-rapat untuk 
sementara dipimpin oleh anggota Dewan Kota/Kabupaten yang tertua usianya, 
dibantu oleh anggota Dewan Kota/Kabupaten yang ternvith usianya yang disebut 

pimpinan sementara. 

(2) Dalam hal anggota Dewan Kota/Kabupaten yang tertua dan/atau yang termuda 
usianya sebagsimana dimalcsud pada ayat (1) berhalangan, sebagai peneganti 
adalah anggota Dewan Kota/Kabupaten yang tertua dRn/atau anggota Dewan 
Kota/Kabupaten yang• termuda usianya diantara yang hadir da1am rapat tersebut. 

Bagian Keempat 

Rapat-rapat 

Pasal 23 

Rapat Dewan Kota/Kabupaten terdiri dari : 

a. Rapat Pleno, 

b. Rapat Kerja; 

c. Rapat Dengar Pendapat. 

Pasal 24 

Tata cara rapat Dewan Kota/Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur 
dalarn Tata Tertib Dewan Kota/Kabupaten sesuai dengan pedoman yang ditetapkan 
oleh Gubernur. 
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BABI _ 

SEKRETARIAT DEW4N-14-R.QTA/KABUPATEN 

Pasa1125 

(1) Dalam menyelenggaralca4 tugas 	 Dewan Kota/Kabupaten dibantu 

oleh Selcreta.riat Dewan Kota/Kabupeten.- 

(2) Sekretaris Dewan ,Kota/Kabupatewcliapgk-at oleh Gubernur clari 	ai Negeri 
.t. 

Sipil yang memenuhi persyaratan. 	 • 

(3) Tempat 	Selaetariat 	Dewan', 	Kota/Kabupaten 	clifasilitasi 	oleh 

Walikotamadya/Bupati. 

(4) Susunan organisasi Selcretariat Dewan Kota/Kabupaten diatur dengan keputusan 

Gubemur. 

BAB VII 

PEMBIAYAAN 

Pasal 26 

(1) Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan Dewan Kota/Kabupaten 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan. • Belanja Daerah Propinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta yang dialokasikan melalui Anggaran Pemeri_ntah 
Kotamadya/Kabupaten Administrasi. 

(2) Biaya penyelenggaraan kegiatan sebagaimana diraaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Keputusan Gubernur. 

BAB VIII 

KETENTUAN LAIN-LAN 

Pasal 27 

(1) Sejak direstaikan keanggotaan Dewan KotafKabupaten maka Lembaga 
Musyawarah Kota yang ada di Kotamadya dinyatalcan berakhir masa bakfinya. 

(2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dalam Tata 
Tert-ib Dewan Kota/Kabupten. 
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BABIBt- 

PEN'UTITP 

Peraturan Daerah iDi mulai ber1aku'iSada'tangtitraiiind0can. 

Agar setiap orang mengetahuinya, methennt~ pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan menempatkannya dalam Lembaran paer,ah__ropin,si Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 1 Nopember 2001 

GUBERNURPROPINSI DAERAH KHUSUS 
IBiTKOTA JAKARTA, 

SUTIYOSO 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 12 No -ci.einber . 2001 

SEIGIETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH ICHUSUS 
IBUK fit A.JAKARTA, 

LEMBARAN DAERAH PROP1NSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

TAHUN 2001 NOMOR 82 
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PENJELASAN 

ATAS. 

PERATURAN DAERAH PROPLNSI D4F,RAR K• HUSUS IBUKOTA JA~TA 

NOMOR 7 T.AtiTh,N 2001 

. TENTANG 

DEWAN KOTA~UPATEN 

I. PENRLASAN UMUM 

Pasal 117 1»afdangundang Nomor . 22 Tahun 1999 menetapkan, bahwa 

Ibulcota Negara Republiic Indonesia adalah Jakarta, yang karena kedudukannya 
diatur tersendiri dengan Undang-undang. Undang-undang ini memberi amanat bagi 
perubahan pengaturan ..peny.elenggaraan pernerintahan.- DKI Jakarta sebagai 

p.engganti _Un(Lyng-undang Nomorll Tahun 1990 tentang-Susunan •Pemerintahan 
Daerah, K4usus lb.ukota Negara.Republik Indonesia Jakarta. Perubahan dim.aksud 

telah,-ditetaplcannya Undang-Undang. Nornor. 34 :Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. 

Menurat Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999, Jakarta sebagai Fbukota 

Negara, 'Republik.  Indonesia-  trirupalcan pusat pemerintahan negara. Dalam 
kedudukan itu Jakarta adalah daerah khusus dengan otonomi yang diletakkan pada 
Iingkup propinsi dan tidak terbagi atas daerah otonom. Adapun penyelenggaraan 
pemerintahan dilalcsanalcan berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan. 

Bentuk otonom yang dianut .oleh Propinsi DKI Jakarta menempatkan 

Kotamadya dan Kabupaten achninistrasi buiCanlail daerah otonom, akan tetapi 
merupalcan wilayah kerja perangkat propinsi yang terdiri . dari wilayah keeamatan 

dan kelurahan Agar penyeletiggar-  aan pemerintahan di daerah lebih demokTatis, 
responsif dan transparan serta lebi.h berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat, 
maka berdasarkan pasal 26 Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999, dibentuklah 
Dewan Kota di Kotamadya dan -Dewan Kabupaten di Kabupaten Administrasi 
Kepulauan Seribu. dengan melibatkan masyarakat Kotamadya/Kabupaten 
Administrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. DenQan demikian, 
diharapkan segala keputusan pemerintahan KotamadyafKabupaten Administrasi 
dalarn menetapkan kebijakan operasional pemerintahan benar-benar mencerminkan 
kepentingan, aspi_rasi dan kebutuhan masyarakat Kotamadya/Kabupaten 
Administrasi. 

Sebagai mitra kerja Pemerintah Kotamady&Kabupaten Administrasi, 
Dewan Kota/Kabupaten diharapkan secara efektif mampu menampune, dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat, memberikan masukan dan pertimbangan-
pertirnbangan kepada Pemerintah KotamadyalKabupaten Administrasi dalam 
penerapan kebijakan operasional, ikut membantu menjelaskan kebijakan operasional 
serta menzirnplementasikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyamkat di 
wilayahnya. Dalam keduduk.annya sebagai mitra kerja Pemerintah 
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Kotamadya/Kabupaten Administrats.4,pewan Kota/Kabupaten ik-ut serta dalam 

menetapkan kebijakan operasional pemerintahan sebagai wahana menampung dan 

penyalur aspirasi masyarakat 	ikut serta dalam mengawasi jalannya 

Pernerintahan Kotamadya/ Kabupaten Administrasi. 

Dalara Pe'raturan Daerah ini antara lain diatur hak dan kewajiban Angzota 

Dewan Kota/Kabupaten. Dengan 	tiran hak dan-,  kewajiban- Dewan 

Kota/Kabupaten ini diharapkan tujuaia;P611ihrtikan Dewan Kota/Kabupaten •dapat 
terpenuhi, dan menjadi leMbaga yaampu tnenjalankan fungsinya secara 
optimal. Efektifitas Dewan Kota./Kabupatn dalam mengemban fungsinya juga akan 
ditentukan melalui proses mulai dari pencalonan sampai menjadi anggota Dewan 
Kota/Kabupaten. Untuk itu tata cara pemilihan afiggota Dewan Kota/Kabupaten 
dllakukan secara bertingkat melalui proses pemili4an pencalonan di Dewan 
Kelurahan dan perailihan di DPRD. Dengan tata Cara perni.lihan yang melibatkan 

masyarakat dan DPRD ini, Dewan Kota/Kabupaten diharapkan benar-benar 
merupakan repreSentatif dari wilayah Kecamatan yang diwakilinya. 

Anggota Dewan Kota/Kabupaten adalah wakil masyarakat wilayah 
Kecamatan dan bukan mewaldli pattai politik maupun gOlongan/kelompok tertentu, 
maka untuk menjamin kemandirian An.ggota Dewan Kota/Kabupaten dipilih dari 
tokoh masyarakat yang dipandang profesiOnal dibidangnya. 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
	

Cukup Jelas 

Pasal 2 
	

Cukup jelas 

Pasal 3 	 Dalam kedudukannya sebagai mitra ketja dan lembaga 
konsultatif, Dewan Kota/Kabupaten bukan lembaga 
Lezislatif. 

Pasal 4 	 Cukup jelas 

Pasal 5 ayat (1) 	: Cukup jelas 

ayat (2) 	: Yang dimaksud dengan tidak mew-ahlt partai politik, 
golongan atau kelompok tertentu adalah bahwa dalam 
kedudukannya sebagai anggota Dewan KotalKabupaten 
tidakibukan mewakili partai 	1;olongan atau 
-kelompok tertentu. 

Pasal 6 ayat (1) huruf a : Keterangan sehat jasinani dan rohani dibuktikan denan 
Surat Keterang,an Dokter 

huruf b : 	Cukup jelas 

huruf c : 	Berpendidikan sebag_aimana dimaksud pada a-s•-at irii 
harus dibuk-tikan derman Ijazah Asli. 

huruf d 	Cukup jelas 
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huruf e 	dukup jplas 

huruf f • Cukup jelas 

huruf g • Cukup jelas 

huruf h : 	Sanggup?trienyedialcan wakta yang dibuktikan dengan 
surat pernyataan dari yang bersangkutan sebelum 
dianabil 'SUthpah/ diresmikan menjadi anggota Dewan 
Kota/Kabupaten. 

huruf i 	Keteranan tempat tinggal dibuktikan dengan KTP/KK 

huruf j 	Yang dithaksud dengan tidak sedang menjabat sebagai 
pengurus, RT/RW adalah bahwa pada saat dicalonkan 
sebagai 'anggota Dewan KotaiKabupaten harus terlebih 
dahuiu mengundurkan diri dari kepengurusan R17RW. 

Yang dimaksud dengan naengundurkan diri adalah 
bahwa untuk menjadi bakal calon anggota Dewan 
Kota/Kabuliaten„' 'anggota Dewan.: Kelurahan yang di 
Calonkan/niencalonlca.n diri harus terlebih dahulu 
mengUndUrkan diri sebagai anggota Dewan Kelurahan 
yang dibuktikan dengan surat pernyataan peng,unduran 
diri sebehun pernilihan dilaksanakan di tingkat 
Kelurahan. 

ayat (3) 	Yang dimaksud dengan rekomendasi pimpinan adalah: 

a Bagi anggota TNI/Polri rekomendasi diberikan oleh 
pimpnan TNI/Polri sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku dilingkungan TNI/Polri di tingkat Daerah. 

b. Bagi Pegawai Negeri Sipil rekomendasi cliberikan 
oleh pimpinan instansi yang bersangkutan yang 
menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di 
non aktifkan dari tugasnya sebagai Pegawai Negeri 
Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlak-u di 
ling,k-ungan Pegawai Negeri Sipil. 

Pasal 7 
	

Penyampaian 	usulan 	calon 	Angg,ota 	Dewan 
KotafKabupaten dari Dewan Kelurahan yang diketahui 
oleh.  Pemerintah Kelurahan kepada Pemerintah 
Kecamatan dilakukan selambat-lambamya 7 (tujuh) hari 
setelah pemilihan bakal calon dilaksanakan. Pemerintah 
Kecamatan menyampaikan usulan lengkap kepada 
Pemerintah Kotamadyal Kabupaten selambat-lambatnya 
7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan dari Dewan 
Kelurahan, selanjutnya Pemerintah Kotamadva' 
Kabupaten menyampaikan usulan calon dalam satu 

ayat (2) 
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daftar lengkap • kepada DPRD selambat-lambatnya 7 
(tujiih) Isikemudian. 

: Cukup jel' 

	

Pasal 9 	 : CUlcup jelas• 	- 

Pasal 10 ayat (1) huruf a : Culcup jelas 

huruf b : Culcupjelas 

huruf c Keterangan tidak lagi bertempat tinggal dibuk-tikan 
dengan surat keterangan Lurah setempat 

huruf d : Cukup jelas 

huruf e : Cukup jelas 

ayat (2) 	: Cukup jelas 

	

Pasal 1 1 	 Yang dithaksud dengan daftar calon adalah daftar calon 
yang telah disarnPaikan pada saat pengajuan calon 
sebelumnya. 

	

Pasal 12 	huruf a Culcup jelas 

huruf b : Culcup jelas 

huruf c : Cukup jelas 

huruf d : Yang 	dimalcsud 	dengan 	ilcut 	mengawasi 
penyelenggaraan Pemerintahan Kotamadya/Kabupaten 
Adrninistrasi adalah membantu Walikotamadya/ Bupati 
untuk mendorong dan menciptalcan akseptabilitas dan 
alcuntabilitas Pemerintahan Kotamadya/Kabupaten 
Administrasi. 

	

Pasal 13 	 Cuk-up jelas 

	

Pasal 14 	 : Cukup jelas 

	

Pasal 15 	 : Cuk.-up jelas 

	

Pasal 16 	 ; Cukup jelas 

	

Pasal 17 	 : Cukup jelas 

	

Pasal 18 	 Cukup jelas 

	

Pasal 19 	 : Cukup jelas 

	

Pasal 20 	 : Cuk-up jelas 

	

Pasal 21 	 : Cukup jelas 
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_Pa'sl• •22 	 : Cukup jelas 

PT. --asal 23 	huruf a 	Rapat 	1et1i 	4da1.01 	rapat 	linglcup 	Dewan 
Kota/K2bupgen yang diselenggarakan secara khusus 
untuk penctilpsffli 4C-e1.3ijakan tertentu. 

huruf b 	Rapat ketja '«t111( rapat yang diadakan oleh Dewan 
Kota/Kabpaten dengan pihak/instansi pemerintah 
membahas suatu insalah tertentu secara proporsional 
sesuai dengan urgensinya. 

huruf c 	Rapat d,engar pendapat adalah rapat yang 
diselenggarakan oleh Dewan Kota/Kabupaten dengan 
pihalc tertentti guna memperoleh bahan masulcan secara 
proporsional sesUai dengan urgensinya. 

Pasal 24 	• 	 Culcup jelas 

Pasal 25 	 Cukup jelas 

Pasal 26 	 Culcup jelas 

Pasal 27 	 Culcup jelas 

Pasal 28 	 Cukup jelas 
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